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A. Pendahuluan

Remaja merupakan kelompok usia yang sedang mengalami perkembangan fisik, kognitif,
emosional, dan sosial secara pesat. Pada tahap ini, remaja membutuhkan lingkungan yang mendukung
pertumbuhan, pendidikan, pembentukan identitas diri, serta kemampuan mengambil keputusan secara
bertanggung jawab. Salah satu persoalan yang perlu memperoleh perhatian serius dalam perlindungan
remaja adalah perkawinan usia dini atau perkawinan anak. Persoalan ini tidak hanya menyangkut
keabsahan sebuah ikatan perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan hak anak atas pendidikan, kesehatan,
tumbuh kembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk tekanan.

Perkawinan usia dini tidak cukup dipahami sebagai persoalan pilihan pribadi atau tradisi
keluarga. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, norma sosial, pola
pengasuhan, akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, serta pandangan masyarakat mengenai
kedewasaan dan perkawinan. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), UNICEF, dan PUSKAPA
menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan intervensi terpadu yang memperhatikan
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aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan keluarga (BPS, UNICEF, &
PUSKAPA, 2020). Temuan empiris mutakhir memperkuat pandangan tersebut. Studi potong lintang
terhadap 4.360 responden di wilayah perdesaan Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 11,9% remaja
perempuan telah menikah dini, dan peluang menikah dini paling tinggi ditemukan pada mereka yang
hanya menamatkan pendidikan dasar (Fitria et al., 2024). Kajian sistematis juga mengidentifikasi
pendidikan, status ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagai determinan terkuat perkawinan usia dini
(Widowati et al., 2024).

Dalam perspektif hukum Indonesia, batas minimum usia perkawinan diatur melalui Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita
telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan Pasal 7 ayat (2) memberi ruang bagi orang tua untuk
mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-
bukti pendukung yang cukup (Republik Indonesia, 2019). Tata cara pemeriksaan permohonan tersebut
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menempatkan
kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu asas mengadili (Mahkamah Agung Republik Indonesia,
2019). Ketentuan ini sejalan dengan kewajiban orang tua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (Republik Indonesia, 2014). Dengan demikian,
perkawinan di bawah batas usia tersebut tidak dapat dipandang sebagai proses yang otomatis
dibenarkan hanya berdasarkan persetujuan keluarga.

Namun, sejumlah kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Rumusan
alasan sangat mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) dinilai kabur sehingga pemberian dispensasi sangat
bergantung pada diskresi hakim (Sulistyarini, 2023). Dispensasi kawin bahkan dipandang berpotensi
menjadi celah hukum yang melegitimasi perkawinan anak karena sebagian besar permohonan
dikabulkan tanpa pertimbangan dampak yang memadai (Ramelan & Nurtsani, 2024). Analisis terhadap
putusan sepuluh pengadilan agama di Jawa Barat menemukan bahwa permohonan dispensasi
meningkat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hampir seluruhnya
dikabulkan, dengan pertimbangan budaya dan agama kerap lebih menonjol daripada kepentingan
terbaik anak (Kania & Fatoni, 2023). Meskipun Perma Nomor 5 Tahun 2019 meningkatkan kecermatan
pemeriksaan, kehamilan pranikah, kemiskinan, dan tekanan budaya masih menjadi pendorong utama
permohonan dispensasi (Yasniwati et al., 2026).

Kondisi tersebut relevan dengan konteks Kabupaten Bondowoso. Angka perkawinan usia dini
di kabupaten ini dilaporkan mencapai 37% pada tahun 2020, dengan Kecamatan Wringin sebagai
wilayah tertinggi (Susilowati & Safitri, 2023). Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Bondowoso juga dilaporkan tetap tinggi meskipun batas usia minimum telah dinaikkan menjadi 19
tahun, sehingga pengadilan memperketat persetujuan, melakukan edukasi hukum kepada masyarakat,
dan bekerja sama dengan instansi lain (Afandi et al., 2025). Di lingkungan sekolah, penyuluhan di SMK
Tapen Bondowoso menemukan bahwa banyak siswa belum mengetahui batas usia minimum
perkawinan (Yanuarti, 2024), sedangkan di kabupaten tetangga, Jember, tercatat 962 putusan dispensasi
kawin pada tahun 2021 (Arzumni et al., 2024). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa literasi hukum
perkawinan di kalangan remaja dan masyarakat di wilayah ini masih perlu diperkuat.

Selain persoalan hukum, perkawinan pada usia yang belum matang dapat menghadirkan
tantangan psikologis. Studi kohort longitudinal terhadap 7.864 remaja perempuan di India menemukan
bahwa mereka yang menikah di antara dua gelombang survei mengalami gejala depresi yang lebih tinggi
dibandingkan teman sebaya yang belum menikah, terutama ketika mengalami kekerasan dalam rumah
tangga (Aggarwal et al., 2023). D1 Indonesia, penelitian terhadap remaja perempuan yang menikah dini
di Yogyakarta menemukan tingginya proporsi stres, kecemasan, dan depresi berat (Ningrum et al.,
2023), sedangkan studi kualitatif di Ogan Komering Ilir menggambarkan ketidakmatangan emosi, rasa
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takut, kecemasan, dan kesulitan mengambil keputusan dalam menghadapi masalah keluarga (Fitriani et
al., 2024). Kematangan emosi juga terbukti berhubungan positif dengan penyesuaian perkawinan pada
pasangan yang menikah dini di Situbondo (Suyanti, 2023). Lebih jauh, anak pemohon dispensasi kawin
menunjukkan keyakinan yang paradoks: mereka merasa siap menikah, padahal tingkat kesiapan yang
terukur hanya berada pada kategori sedang (Rohmah, 2024).

Dampak kesehatan juga perlu diperhatikan. Kehamilan pada usia remaja berkaitan dengan risiko
komplikasi kehamilan dan persalinan, kelahiran prematur, serta berat badan lahir rendah (World Health
Organization, 2024). Perkawinan dini menurunkan kesiapan reproduksi dan meningkatkan risiko
stunting pada anak (Widowati et al., 2024), sementara data Indonesia Family Life Survey menunjukkan
bahwa perkawinan anak pada orang tua berkaitan dengan peluang stunting dan kerawanan pangan yang
lebih tinggi pada anak mereka (Hidayah et al., 2024). Meskipun demikian, dampak perkawinan usia dini
tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh dukungan keluarga, keadaan ekonomi, akses layanan
kesehatan, dan kesempatan melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, edukasi perlu menghindari stigma
terhadap remaja yang telah menikah maupun mereka yang berisiko menikah dini.

Dalam artikel ini, perkawinan usia dini merujuk pada perkawinan yang berlangsung sebelum
seseorang mencapai usia minimum perkawinan menurut hukum Indonesia, yaitu 19 tahun. Istilah
perkawinan anak digunakan untuk menekankan aspek perlindungan hak anak, khususnya ketika
perkawinan terjadi sebelum usia 18 tahun sesuai batas usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan
Anak (Republik Indonesia, 2014). Pembedaan ini penting agar pembahasan hukum dan sosial tidak
menimbulkan kekeliruan konseptual.

Berbagai program pengabdian telah berupaya menjawab persoalan ini. Program peningkatan
literasi hukum perkawinan bagi siswa SMK di Semarang mampu meningkatkan pemahaman mengenai
aturan dan dampak perkawinan anak berdasarkan hasil prefest dan posttest (Ichrom et al., 2023). Edukasi
berbasis Health Belief Model di sebuah madrasah aliyah di Jember meningkatkan persepsi remaja tentang
dampak pernikahan dini (Arzumni et al,, 2024), dan program berbasis sekolah di Raja Ampat
meningkatkan pengetahuan serta sikap menolak pernikahan dini (Karimah & Afriannisyah, 2020).
Namun, sebagian besar program tersebut berfokus pada satu ranah, baik hukum maupun kesehatan,
dan umumnya dilaksanakan di lingkungan sekolah. Bukti internasional juga menunjukkan bahwa sedikit
intervensi yang efektif secara konsisten, dan program yang paling menjanjikan adalah yang menyentuh
hambatan ekonomi sekaligus norma komunitas melalui dialog yang terstruktur (Feyissa et al., 2023).
Selain itu, perubahan norma sosial belum tentu diikuti perubahan perilaku perkawinan (Greene et al.,
2024). Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk mengembangkan model edukasi yang
memadukan literasi hukum dan kesiapan psikologis bagi remaja di tingkat desa dengan melibatkan
unsur keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa
Klabang, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, dengan tujuan: (1) meningkatkan literasi
hukum remaja mengenai batas minimum usia perkawinan, ketentuan dispensasi kawin, serta hak dan
perlindungan anak; (2) memberikan edukasi psikologis mengenai kesiapan emosional, pengelolaan
konflik, tekanan sosial, dan pengambilan keputusan; (3) meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya
pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan; serta (4) mendorong kolaborasi antara
remaja, orang tua, pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat, dan tenaga kesechatan dalam
pencegahan perkawinan usia dini. Artikel ini melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut beserta hasil
evaluasi pemahaman hukum peserta sebelum dan sesudah edukasi.
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B. Metode

Kegiatan ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan edukatif,
partisipatif, dan preventif. Pendekatan edukatif diwujudkan melalui penyampaian materi hukum dan
psikologis secara sistematis; pendekatan partisipatif diwujudkan melalui diskusi kasus dan tanya jawab
yang memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan; sedangkan pendekatan preventif
diarahkan pada penguatan pemahaman sebelum peserta menghadapi keputusan perkawinan.
Penyuluhan hukum dipadukan dengan edukasi psikologis sehingga peserta tidak hanya mengetahui
peraturan, tetapi juga memahami alasan pentingnya kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, dan
perencanaan masa depan. Capaian kegiatan dinilai menggunakan desain evaluasi satu kelompok
sebelum dan sesudah petlakuan (one-group pretest—posttesi). Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 10
Agustus 2026, bertempat di Balai Desa Klabang, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso.
Peserta berjumlah 20 remaja berusia 15-18 tahun. Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada
Masyarakat Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki (PKM ISMAA). Pelaksanaan kegiatan terdiri
atas enam tahap berikut.

Tahap pertama: identifikasi kebutuhan. Tim berkoordinasi dengan pemerintah desa dan
mitra setempat untuk memetakan kebutuhan edukasi remaja serta menyesuaikan materi dengan kondisi
setempat, bukan berdasarkan asumsi bahwa seluruh remaja di desa tersebut mengalami persoalan
perkawinan usia dini. Tahap kedua: persiapan materi. Tim menyusun materi tentang hukum
perkawinan, dispensasi kawin, perlindungan anak, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis,
komunikasi sehat, pengelolaan konflik, dan perencanaan pendidikan. Materi disesuaikan dengan tingkat
pemahaman peserta dan disampaikan dengan bahasa yang tidak menghakimi. Tahap ketiga:
penyuluhan hukum. Peserta memperoleh penjelasan mengenai batas minimum usia perkawinan,
mekanisme dispensasi kawin, hak anak, serta jalur konsultasi dan perlindungan. Materi disampaikan
melalui presentasi, studi kasus sederhana, dan tanya jawab. Tahap keempat: edukasi psikologis.
Peserta diajak mengenali emosi, membangun rasa percaya diri, memahami tekanan teman sebaya dan
keluarga, serta berlatih mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Sesi ini juga membahas
pentingnya komunikasi dengan orang tua dan cara mencari bantuan ketika menghadapi paksaan atau
ancaman. Tahap kelima: diskusi partisipatif. Peserta mendiskusikan skenario yang relevan, misalnya
tekanan untuk menikah sebelum menyelesaikan pendidikan, kekhawatiran terhadap masa depan, atau
kesulitan berkomunikasi dengan keluarga. Fasilitator mengarahkan diskusi pada pilihan yang aman dan
sesuai hukum. Tahap keenam: evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner
sebelum dan sesudah edukasi, observasi partisipasi, dan umpan balik peserta. Hasilnya digunakan untuk
menilai perubahan pemahaman serta menyusun rekomendasi kegiatan lanjutan. Indikator dan bentuk
evaluasi yang digunakan disajikan pada Tabel 1. Pemahaman hukum diukur secara kuantitatif
menggunakan kuesioner pengetahuan, sedangkan aspek psikologis dievaluasi secara kualitatif melalui
diskusi, studi kasus, tanya jawab, dan lembar refleksi.
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Tabel 1. Indikator Dan Bentuk Evaluasi Kegiatan

No. Aspek Indikator Bentuk Evaluasi
1 Hukum Pemahaman usia minimum perkawinan Kuesioner sebelum—sesudah
2 Hukum Pemahaman ketentuan dispensasi kawin ~ Kuesioner sebelum—sesudah
3 Hukum Pemahaman hak dan perlindungan anak Kuesioner sebelum—sesudah
4 Psikologis Pemahaman tentang kesiapan emosional ~ Kuesioner dan diskusi
5 Psikologis Kemampuan mengenali tekanan sosial Studi kasus
6 Psikologis Pemahaman tentang komunikasi sehat Tanya jawab
7 Psikologis Pengetahuan tentang akses bantuan Pertanyaan evaluasi

Kemampuan menyusun rencana masa

depan Lembar refleksi

8 Psikologis

Sumber: Rancangan instrumen evaluasi kegiatan.

Pada kuesioner pengetahuan, setiap jawaban benar diberi skor satu, sedangkan jawaban salah
atau tidak tahu diberi skor nol. Persentase pemahaman (P) pada setiap indikator dihitung dengan rumus
berikut.

P = (2 jawaban benar — X butir soal) X 100%

Peningkatan pemahaman dianalisis dengan menghitung selisih persentase sebelum dan sesudah
edukasi serta normalized gain (IN-gain) dengan rumus berikut.

N-gain = (P sesudah — P sebelum) ~ (100% — P sebelum)

Nilai N-gain dikategorikan tinggi apabila g = 0,7, sedang apabila 0,3 < g < 0,7, dan rendah
apabila g < 0,3 (Hake, 1998). Data kualitatif dari diskusi dan lembar refleksi dianalisis secara deskriptif.
Evaluasi ini mengukur perubahan pengetahuan jangka pendek dan tidak secara langsung membuktikan
perubahan perilaku atau penurunan angka perkawinan usia dini.

Kegiatan menjunjung prinsip etika pengabdian. Kerahasiaan peserta dijaga, pendapat remaja
dihormati, dan identitas individu yang mengalami perkawinan usia dini atau menghadapi tekanan
keluarga tidak disebutkan. Partisipasi bersifat sukarela dan mengikuti ketentuan persetujuan yang
berlaku bagi peserta di bawah umur. Identitas peserta pada lembar evaluasi diganti dengan kode
anonim. Apabila peserta mengungkapkan adanya paksaan, kekerasan, eksploitasi, atau risiko
keselamatan, fasilitator tidak melakukan interogasi terbuka; penanganan dilakukan secara privat dengan
mengutamakan keselamatan peserta dan merujuk kepada tenaga profesional atau lembaga perlindungan
yang berwenang,.

C. Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan edukasi hukum dan psikologis berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Balai Desa
Klabang dan diikuti oleh 20 remaja berusia 15-18 tahun. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengisian
kuesioner awal, dilanjutkan dengan penyuluhan hukum, edukasi psikologis, dan diskusi partisipatif,
kemudian diakhiri dengan pengisian kuesioner akhir dan refleksi. Pemilihan balai desa sebagai lokasi
kegiatan menempatkan edukasi dalam ruang komunitas, bukan semata-mata ruang sekolah, sehingga
pesan pencegahan perkawinan usia dini dapat terhubung dengan peran pemerintah desa dan masyarakat
setempat.
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Penyuluhan hukum diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap batas
minimum usia perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin. Materi ini penting karena remaja dan
keluarga perlu membedakan antara ketentuan umum usia minimum perkawinan dan pengecualian
melalui proses peradilan. Diskusi hukum juga menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar peristiwa
administratif, melainkan keputusan yang berkaitan dengan hak, tanggung jawab, pendidikan, kesehatan,
dan perlindungan anak. Penyuluhan ditekankan pada tiga pesan utama: batas minimum usia perkawinan
adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan; dispensasi bukan hak otomatis yang langsung diberikan
kepada setiap pemohon; dan keputusan mengenai perkawinan harus mempertimbangkan kepentingan
terbaik bagi anak.

Penyuluhan tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsultasi hukum individual. Oleh karena
itu, peserta juga diperkenalkan pada lembaga yang berwenang menangani kasus khusus, seperti
pengadilan agama, unit perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga bantuan hukum.

Peningkatan Pemahaman Hukum Peserta

Hasil evaluasi pemahaman hukum peserta sebelum dan sesudah edukasi disajikan pada Tabel
2. Selain persentase pemahaman, tabel tersebut memuat selisih skor dan nilai N-gain pada setiap
indikator.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Pemahaman Hukum Peserta Sebelum Dan Sesudah Edukasi (n = 20)

Indikator Sebelum Sesudah ze):)llsrll})l N-gain Kategori
Pemahaman usia minimum 40% 75% 35,0 0,58 Sedang
perkawinan
Pemahaman ketentuan

. . . 50% 80% 30,0 0,60 Sedang
dispensasi kawin
Pemahaman hak dan 48% 78% 30,0 0,58 Sedang

petlindungan anak
Rata-rata 46,0% 77,7% 31,7 0,59 Sedang
Sumber: Data evaluasi kegiatan, 10 Agustus 2026 (diolabh).

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemahaman peserta meningkat pada ketiga indikator. Rata-rata
persentase pemahaman naik dari 46,0% sebelum edukasi menjadi 77,7% sesudah edukasi, atau
meningkat 31,7 poin, dengan rata-rata N-gain sebesar 0,59 yang termasuk kategori sedang. Peningkatan
terbesar terjadi pada indikator pemahaman usia minimum perkawinan, yaitu dari 40% menjadi 75% (35
poin). Indikator ini juga memiliki skor awal terendah, yang menunjukkan bahwa sebelum kegiatan,
ketentuan usia minimum 19 tahun merupakan aspek yang paling kurang dipahami peserta. Temuan ini
sejalan dengan penyuluhan di SMK Tapen Bondowoso yang mendapati banyak siswa belum
mengetahui batas usia minimum perkawinan (Yanuarti, 2024).

Pemahaman tentang ketentuan dispensasi kawin meningkat dari 50% menjadi 80% dan menjadi
indikator dengan skor akhir tertinggi. Sementara itu, pemahaman tentang hak dan perlindungan anak
meningkat dari 48% menjadi 78%. Nilai N-gain yang relatif seragam pada ketiga indikator, yaitu 0,58—
0,60, menunjukkan bahwa materi hukum diterima secara cukup merata. Meskipun demikian, skor akhir
yang masih berada pada kisaran 75-80% menandakan bahwa sebagian aspek pemahaman belum
tercapai sepenuhnya, sehingga penguatan materi melalui kegiatan lanjutan tetap diperlukan.

Pola peningkatan pada Tabel 2 juga menunjukkan bahwa indikator dengan skor awal lebih
rendah cenderung mengalami kenaikan poin yang lebih besar. Karena ruang peningkatan pada setiap
indikator berbeda, perbandingan yang lebih adil dilakukan melalui N-gain, yang menghitung
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peningkatan relatif terhadap ruang peningkatan yang tersedia. Setelah dikoreksi dengan cara tersebut,
ketiga indikator menunjukkan capaian yang hampir setara. Artinya, keberhasilan pada indikator usia
minimum tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya skor awal, tetapi mencerminkan peningkatan
yang sebanding dengan indikator lainnya. Secara praktis, sisa ruang pemahaman sebesar 20-25% pada
setiap indikator dapat menjadi fokus materi pada kegiatan lanjutan, terutama terkait syarat dan prosedur
dispensasi kawin serta hak anak yang dilindungi undang-undang.

Edukasi Psikologis dan Kesiapan Remaja

Edukasi psikologis diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa kehidupan berkeluarga
membutuhkan kesiapan emosional, komunikasi, tanggung jawab, dan keterampilan menyelesaikan
konflik. Remaja perlu memperoleh kesempatan untuk memahami diri, mengembangkan cita-cita, serta
mempertimbangkan konsekuensi keputusan jangka panjang. Dalam sesi ini, fasilitator menggunakan
studi kasus mengenai tekanan sosial, keinginan menikah karena konflik keluarga, atau kekhawatiran
terhadap hubungan romantis. Peserta didorong mengenali pilihan yang aman, mencari dukungan orang
dewasa tepercaya, dan menghindari keputusan yang diambil akibat ancaman atau tekanan.

Pembahasan psikologis dilakukan secara empatik. Remaja yang telah menikah tidak diposisikan
sebagai contoh kegagalan, sementara remaja yang memilih menunda perkawinan tidak distigmatisasi.
Tujuan sesi ini adalah memperkuat kemampuan mengambil keputusan dan akses terhadap dukungan,
bukan menyalahkan individu maupun keluarga. Sebagaimana dirancang pada Tabel 1, capaian aspek
psikologis dievaluasi secara kualitatif melalui diskusi, studi kasus, tanya jawab, dan lembar refleksi,
sehingga tidak disajikan dalam bentuk skor kuantitatif dalam artikel ini.

Pemahaman Risiko Kesehatan dan Pendidikan

Materi kesehatan menjelaskan hubungan antara kehamilan pada usia remaja dan risiko
kesehatan yang memerlukan perhatian medis. Penyampaian dilakukan secara ilmiah, proporsional, dan
sesuai usia peserta. Peserta juga diperkenalkan pada layanan kesehatan yang dapat memberikan
informasi serta konsultasi secara tepat. Materi pendidikan menekankan pentingnya menyelesaikan
pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan membangun kemandirian sebelum mengambil
keputusan besar dalam kehidupan. Perkawinan dapat memunculkan tanggung jawab baru yang
berpotensi membatasi waktu belajar dan kesempatan pengembangan diri, terutama ketika dukungan
keluarga dan ekonomi terbatas.

Kedua materi ini saling terkait. Pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan peluang
menikah dini yang lebih rendah (Fitria et al., 2024), sedangkan perkawinan dini berkaitan dengan risiko
kesehatan ibu dan anak, termasuk stunting (Widowati et al., 2024; Hidayah et al., 2024). Dengan
demikian, mengaitkan pesan pendidikan dan kesehatan dengan materi hukum membantu peserta
melihat perkawinan usia dini sebagai keputusan yang berdampak panjang, bukan sekadar persoalan izin
menikah.

Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat serta Rencana Tindak Lanjut

Pencegahan perkawinan usia dini membutuhkan dukungan lingkungan sosial. Remaja akan
lebih mudah mengakses informasi dan meminta bantuan apabila orang tua, pendidik, tokoh masyarakat,
dan tenaga kesehatan menyediakan ruang komunikasi yang terbuka. Keluarga dapat berperan melalui
komunikasi yang tidak menghakimi, pendampingan pendidikan, pengawasan yang proporsional, dan
pengenalan sumber informasi yang dapat dipercaya. Pemerintah desa dapat membantu
menghubungkan remaja dengan sekolah, layanan kesehatan, konseling, dan lembaga petlindungan.
Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dapat menyampaikan pesan perlindungan anak dengan
mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat.

Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bisma) 23



Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bisma)

Abdul Hanip, Moh Hasan Edukasi Hukum dan Psikologis Tentang Bahaya Perkawinan Usia Dini

Agar dampak edukasi tidak berhenti pada satu kegiatan, tim merumuskan rencana tindak lanjut
berupa: (1) pembentukan atau penguatan forum remaja yang mendukung diskusi mengenai pendidikan,
kesehatan, dan perencanaan masa depan; (2) penyediaan materi edukasi hukum dan psikologis yang
dapat digunakan kembali oleh sekolah atau pemerintah desa; (3) pelibatan orang tua melalui pertemuan
komunikasi keluarga dan perlindungan remaja; (4) kerja sama dengan puskesmas, konselor, lembaga
pendidikan, serta unit perlindungan perempuan dan anak; dan (5) pemantauan pemahaman peserta
dalam periode lanjutan yang disepakati bersama mitra. Rencana tersebut perlu disesuaikan dengan
kemampuan sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan kesediaan lembaga mitra.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dipadukan dengan edukasi psikologis
mampu meningkatkan pemahaman hukum remaja dalam jangka pendek. Rata-rata N-gain sebesar 0,59
menempatkan peningkatan tersebut pada kategori sedang. Arah temuan ini konsisten dengan program
serupa. Program literasi hukum perkawinan di Semarang melaporkan kenaikan proporsi siswa yang
memahami aturan dan dampak perkawinan anak dari 19% menjadi 99% (Ichrom et al., 2023). Edukasi
di sebuah madrasah aliyah di Jember meningkatkan persepsi positif terhadap dampak pernikahan dini
dari 79,49% menjadi sekitar 89,7% (Arzumni et al., 2024), sedangkan program sekolah di Raja Ampat
menghasilkan peningkatan pengetahuan dan sikap yang signifikan (Karimah & Afriannisyah, 2020).
Besaran peningkatan pada kegiatan di Desa Klabang lebih moderat dibandingkan program di Semarang.
Perbedaan ini dapat dipahami karena kegiatan dilaksanakan dalam satu hari, sedangkan program di
Semarang menggunakan pendekatan riset aksi partisipatif yang berlangsung lebih panjang.

Rendahnya skor awal pada indikator usia minimum perkawinan (40%) merupakan temuan yang
penting. Lebih dari enam tahun setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku, ketentuan
usia minimum 19 tahun ternyata belum menjadi pengetahuan umum di kalangan peserta. Kondisi ini
sejalan dengan temuan di SMK Tapen Bondowoso (Yanuarti, 2024) dan dengan tingginya angka
perkawinan usia dini yang dilaporkan di Kabupaten Bondowoso (Susilowati & Safitri, 2023).
Kesenjangan pengetahuan ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi di tingkat nasional belum
sepenuhnya diikuti oleh sosialisasi yang menjangkau remaja di tingkat desa. Karena itu, edukasi hukum
berbasis komunitas berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dan pemahaman masyarakat.

Peningkatan pemahaman tentang dispensasi kawin memiliki makna strategis. Berbagai kajian
menunjukkan bahwa dispensasi kerap dikabulkan sehingga berpotensi menjadi celah legitimasi
perkawinan anak (Ramelan & Nurtsani, 2024; Kania & Fatoni, 2023). Rumusan alasan sangat mendesak
yang kabur memperbesar peran diskresi hakim (Sulistyarini, 2023), dan faktor seperti kehamilan
pranikah, kemiskinan, serta tekanan budaya masih mendorong permohonan dispensasi (Yasniwati et
al., 2026). Di Bondowoso, Pengadilan Agama telah memperketat persetujuan dan mendorong edukasi
hukum masyarakat (Afandi et al., 2025). Dalam konteks ini, remaja yang memahami bahwa dispensasi
bukan hak otomatis memiliki dasar yang lebih kuat untuk menolak anggapan bahwa perkawinan di
bawah umur selalu dapat diurus melalui pengadilan. Pemahaman ini juga melengkapi upaya pengadilan
dari sisi hilir dengan pencegahan dari sisi hulu, yaitu di tingkat remaja dan keluarga.

Pemahaman tentang dispensasi juga menegaskan pentingnya peran keluarga. Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menempatkan orang tua sebagai pihak yang mengajukan
permohonan dispensasi kepada pengadilan (Republik Indonesia, 2019), sementara Undang-Undang
Perlindungan Anak mewajibkan orang tua mencegah perkawinan pada usia anak (Republik Indonesia,
2014). Dengan demikian, keputusan perkawinan anak pada dasarnya merupakan keputusan keluarga.
Edukasi yang hanya menyasar remaja berisiko tidak cukup apabila orang tua masih memandang
dispensasi sebagai jalan keluar yang wajar. Hal ini memperkuat urgensi rencana tindak lanjut berupa
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pertemuan komunikasi keluarga dan perlindungan remaja, sehingga pengetahuan yang diperoleh remaja
dapat didukung oleh pemahaman yang sama di tingkat keluarga.

Integrasi edukasi psikologis memperkuat makna materi hukum. Pengetahuan tentang batas usia
tidak serta-merta mengubah keputusan apabila remaja belum mampu mengenali tekanan sosial dan
menilai kesiapan dirinya. Temuan tentang keyakinan paradoks anak pemohon dispensasi, yang merasa
siap menikah meskipun kesiapan terukurnya hanya sedang (Rohmah, 2024), menunjukkan bahwa
persepsi kesiapan dapat berbeda dari kesiapan yang sebenarnya. Bukti mengenai gejala depresi, stres,
dan kecemasan pada remaja yang menikah dini (Aggarwal et al., 2023; Ningrum et al., 2023; Fitriani et
al., 2024) serta hubungan kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan (Suyanti, 2023)
memberikan dasar ilmiah bagi materi kesiapan emosional dan pengambilan keputusan dalam kegiatan
ini. Dengan memadukan kedua ranah tersebut, peserta tidak hanya mengetahui apa yang diatur hukum,
tetapl juga memahami mengapa aturan tersebut melindungi mereka.

Meskipun demikian, hasil ini perlu dibaca secara proporsional. Bukti internasional
menunjukkan bahwa intervensi yang hanya meningkatkan pengetahuan jarang efektif secara konsisten
dalam menurunkan perkawinan anak; program yang lebih menjanjikan adalah yang menyentuh
hambatan ekonomi dan norma komunitas melalui dialog yang terstruktur (Feyissa et al., 2023).
Perubahan norma sosial pun belum tentu diitkuti perubahan perilaku perkawinan (Greene et al., 2024).
Karena perkawinan usia dini berkaitan erat dengan pendidikan, ekonomi, dan budaya (Fitria et al., 2024;
Widowati et al., 2024), peningkatan pengetahuan remaja perlu ditindaklanjuti dengan pelibatan orang
tua, penguatan akses pendidikan, dan kerja sama lintas sektor sebagaimana dirumuskan dalam rencana
tindak lanjut.

Konteks lokal juga perlu dipertimbangkan dalam membaca hasil kegiatan. Penelitian di Desa
Ampelan, Kecamatan Wringin, Bondowoso, dengan jumlah responden yang sama, yaitu 20 remaja,
menemukan bahwa pengetahuan tentang sistem reproduksi berhubungan dengan sikap mencegah
pernikahan dini yang dikaji dari perspektif agama Islam dan kesehatan (Susilowati & Safitri, 2023).
Kajian tentang Pengadilan Agama Bondowoso juga menempatkan pencegahan pernikahan dini dalam
kerangka maqasid asy-syariah (Afandi et al., 2025). Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa pesan
pencegahan di wilayah ini akan lebih mudah diterima apabila dikaitkan dengan nilai keagamaan dan
pengetahuan kesehatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan tokoh
agama dan tenaga kesehatan setempat pada kegiatan lanjutan berpotensi memperkuat penerimaan
pesan yang telah disampaikan kepada remaja.

Pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam program
sejenis, yaitu dukungan pemerintah desa, partisipasi remaja, keterlibatan orang tua, ketersediaan
narasumber yang kompeten, dan penggunaan materi yang mudah dipahami. Tantangan yang perlu
diantisipasi meliputi keterbatasan waktu, anggapan sosial yang telah mengakar, kurangnya akses
informasi, dan kesulitan membicarakan kesehatan reproduksi secara terbuka. Pemetaan faktor-faktor
tersebut secara lebih sistematis akan membantu perancangan program yang lebih tepat sasaran dan
berkelanjutan.

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah peserta relatif kecil (n = 20) dan
tidak terdapat kelompok pembanding, sehingga peningkatan skor belum dapat sepenuhnya
diatribusikan pada intervensi. Kedua, kuesioner akhir diberikan segera setelah kegiatan sehingga hanya
mencerminkan pemahaman jangka pendek. Ketiga, hasil disajikan dalam bentuk persentase agregat per
indikator sehingga belum dilakukan uji statistik inferensial. Keempat, aspek psikologis dievaluasi secara
kualitatif sehingga belum tersedia ukuran kuantitatif yang dapat dibandingkan. Kelima, apabila butir
soal yang sama digunakan pada kuesioner awal dan akhir, sebagian peningkatan skor dapat dipengaruhi
oleh efek pengujian ulang (Zesting effect), yaitu keakraban peserta dengan butir soal. Kegiatan berikutnya
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disarankan menggunakan data skor individual untuk uji beda berpasangan, menambahkan pengukuran
tindak lanjut beberapa bulan setelah kegiatan, menggunakan instrumen sikap dan kesiapan psikologis
yang terstandar, serta melibatkan orang tua sebagai peserta.

D. Kesimpulan

Kegiatan edukasi hukum dan psikologis tentang bahaya perkawinan usia dini di Desa Klabang,
Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, meningkatkan pemahaman hukum 20 remaja berusia
15—18 tahun. Rata-rata pemahaman meningkat dari 46,0% menjadi 77,7% dengan N-gain sebesar 0,59
(kategori sedang). Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman usia minimum perkawinan, yang
sekaligus merupakan aspek dengan skor awal terendah. Temuan ini menunjukkan bahwa ketentuan usia
minimum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya dipahami
remaja di tingkat desa dan bahwa edukasi berbasis komunitas dapat menutup sebagian kesenjangan
tersebut.

Pemaduan edukasi hukum dengan edukasi psikologis memberikan nilai tambah karena peserta
tidak hanya memperoleh informasi tentang aturan, tetapi juga diajak memahami kesiapan emosional,
tekanan sosial, dan pengambilan keputusan. Namun, peningkatan pengetahuan jangka pendek belum
cukup untuk menyimpulkan perubahan sikap atau penurunan angka perkawinan usia dini. Kegiatan
selanjutnya perlu melibatkan orang tua, sekolah, pemerintah desa, dan layanan kesehatan secara
berkelanjutan, serta menggunakan desain evaluasi yang lebih kuat, seperti pengukuran tindak lanjut,
kelompok pembanding, dan instrumen psikologis yang terstandar.
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